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ABSTRAK 

Tesis ini berjudul “SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN PERTAMBANGAN UNTUK MEMPEROLEH KEPASTIAN 

HUKUM DI BIDANG PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN 

BATUBARA DI KALIMANTAN BARAT”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan pertambangan 

khususnya di bidang pengawasan pertambangan mineral dan batubara di 

Kalimantan Barat dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam sinkronisasi 

peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pengawasan pertambangan 

mineral dan batubara demi kepastian hukum di Kalimantan Barat. Dalam metode 

penelitian, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini 

mengunakan pendekatan undang-undang (statue approach). Data dalam penelitian 

ini berupa data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi 

literature (kepustakaan), kemudian proses berpikir dalam penelitian ini adalah 

deduktif. Hasil Penelitian membuktikan bahwa terjadi ketidaksinkronan peraturan 

perundang-undangan pertambangan khususnya di bidang pengawasan 

pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Barat antara Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 55 Tahun 2010, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya 

Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk 

sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pengawasan 

pertambangan mineral dan batubara demi kepastian hukum di Kalimantan Barat 

adalah dengan cara melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 55 Tahun 2010, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya 

Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dan juga Peraturan Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019, karena ketiga peraturan 

perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang yang 

sedang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 

Mineral Dan Batubara. 
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ABSTRACT 

This thesis is entitled "SYNCHRONIZATION OF MINING LAWS AND 

REGULATIONS TO OBTAIN LEGAL CERTAINTY IN THE FIELD OF 

MINERAL AND COAL MINING SUPERVISION IN WEST KALIMANTAN". 

The purpose of this study is to determine the lack of synchronization of mining laws 

and regulations, especially in the field of mineral and coal mining supervision in 

West Kalimantan and to determine the efforts made in synchronizing laws and 

regulations, especially in the field of mineral and coal mining supervision for legal 

certainty in West Kalimantan. In the research method, the type of research is 

normative legal research. This study uses a statute approach. The data in this study 

are secondary data. The data collection procedure is carried out by literature study, 

then the thinking process in this study is deductive. The results of the study prove 

that there is a lack of synchronization of mining laws and regulations, especially in 

the field of supervision of mineral and coal mining in West Kalimantan between 

Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2020 and Government Regulation 

of the Republic of Indonesia Number 55 of 2010, Regulation of the Minister of 

Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 26 of 2018, 

and Regional Regulation of West Kalimantan Province Number 9 of 2019. And 

efforts that can be made to synchronize laws and regulations, especially in the field 

of supervision of mineral and coal mining for legal certainty in West Kalimantan 

are by making changes to Government Regulation of the Republic of Indonesia 

Number 55 of 2010, Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources 

of the Republic of Indonesia Number 26 of 2018, and also Regional Regulation of 

West Kalimantan Province Number 9 of 2019, because the three laws and 

regulations are no longer in accordance with the current applicable Law, namely 

Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 

concerning Mineral and Coal Mining. 
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